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Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Hukum, Institusi

persiapannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, melalui analisis yang
penulis lakukan dengan metode studi pustaka beberapa putusan di tingkat Pengadilan Negeri, yaitu Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur N0.1270 / Pid.Sus/ 2013 / PN.JKT.TIM; Keputusan Pengadilan Distrik
Jakarta UtaraN0.311/ Pid.Sus/ 2015 / PN.Jkt.Utr; dan Keputusan Pengadilan Distrik Jakarta Barat Nomor
178/ Pid.Sus/ 2018 / PN.Jkt.Brt; sertawawancara bersama sumber dari Kejaksaan Republik Indonesia
diketahui bahwa hukuman untuk serangkaian tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan persiapan
sudah dilakukan. K eberadaan implementasi lembagaini bisadilihat dalam bentuk tafsir ekstensif maupun
implementasi nyata dari institusi lembaga konspirasi dan / atau pengadilan dalam menegakkan kasus selesai.
Untuk alasan ini, pelaksanaan kursus dan ketentuan tambahan untuk dibutuhkan aparat penegak hukum
terkait lembagaini.

...... Prior to the promulgation of Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of
2003 concerning Stipulation Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the
Eradication of Criminal Acts of Terrorism, Becoming Law, Institution the preparations have not been
regulated in the laws and regulations in Indonesia. However, through the analysis by the author using the
literature study method, several decisions at the District Court level, namely the East Jakarta District Court
Decision N0.1270/ Pid.Sus/ 2013 / PN.JKT.TIM; North Jakarta District Court Decree N0.311 / Pid.Sus/
2015/ PN.Jkt.Utr; and West Jakarta District Court Decree Number 178 / Pid.Sus/ 2018 / PN.Jkt.Brt; as well
as an interview with a source from the Republic of Indonesia Prosecutor's Office, it is known that the
sentences for a series of actions that fall under the category of preparatory action have been taken. The
existence of the implementation of thisinstitution can be seen in the form of extensive interpretations as
well as actual implementations of institutions conspiracy agencies and / or courts in enforcing cases done.
For this reason, the implementation of additional courses and provisionsis required by law enforcement
officialsrelated to thisinstitution.
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